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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat 

memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah sebagai badan 

atau pejabat pemerintah berwenang dikategorikan bertindak 

sewenang-wenang karena mengeluarkan kebijakan melalui izin 

lingkungan yang baru bertentangan dengan putusan Mahkamah 

Agung Nomor 99 PK/TUN/2016. Di dalam diktum putusan 

tersebut tidak diperintahkan untuk menerbitkan izin baru 

melainkan menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 dan Mewajibkan kepada 

Tergugat (Gubernur Jawa Tengah) untuk mencabut Surat 

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 

tentang izin lingkungan kegiatan penambangan oleh PT Semen 

Indonesia. 

2. Izin lingkungan terbaru yang diterbitkan melalui Surat Keputusan 

660.1/6 2017 dianggap tidak sah dan ilegal karena berdasarkan 

pertimbangan yang telah ada dalam putusan Mahkamah Agung 
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Nomor 99 PK/TUN/2016 tidak ada perintah untuk memperbaharui 

izin tersebut. 

3. Pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah melakukan 

berbagai upaya sehingga tidak menjunjung tinggi asas legalitas dan 

asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga persoalan ini 

hanya memandang dari segi ekonomi dan politisnya saja dalam 

proses melakukan fungsi-fungsinya dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

 

 

 

B. Saran  

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Dalam kasus PT Semen Indonesia di kabupaten Rembang  hanya 

akan selesai jika pemerintah pusat mengambil kebijakan yang 

berpatokan kepada hukum. Bukan menyelesaikannya berdasarkan 

pertimbangan politis atau pertimbangan ekonomi. Bahwa persoalan 

izin lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah 

merupakan bagian dari instrumen hukum sehingga dapat diselesai 

melalui proses hukum juga. Dalam hal ini Presiden sebagai puncak 

kekuasaan eksekutif harus menindak ketika ada persoalan kepala 
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daerah yang mengeluarkan kebijakan tidak mempertimbangkan 

segala aspek. 

2. Pemerintah daerah hendaknya tidak membatasi hak-hak 

masyarakat untuk berperan aktif didalam mengontrol kebijakan 

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 
 

 
 

Daftar Pustaka 

 

Buku: 

Erwin, Muhammad,  2015, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Refika Aditama, 

Bandung 

Kurniawan, Luthfi J., 2012, Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik, Setara 

Press, Malang 

Latief, H. Abdul , 2005, Hukum dan Kebijaksanaa Pada Pemerintah Daerah, UII 

Press, Yogyakarta 

Mukhlish, 2010, Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer, Setara Press, 

Malang. 

S.F. Marbun dkk, 2002, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi 

Negara, UII Press, Yogyakarta 

S.F Marbun, 2012, Hukum Administrasi Negara I, FH UII Press. Yogyakarta 

Sutedi, Adrian, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar 

Grafika, Jakarta. 

Tjandra, Riawan, 2013, Hukum Sarana Pemerintah, Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta, Yogyakarta 



 

 

63 
 

 
 

Peraturan Perundang-undangan: 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 

Nomor 17. Sekretariat Negara. Jakarta.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292. Sekretariat Negara. Jakarta. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretarian 

Negara. Jakarta. 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6. 

 

 



 

 

64 
 

 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031. Lembaran 

Daerah Rembang Tahun 2011 Nomor 14. Sekretariat Daerah, Rembang 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

48. Sekretariat Negara. Jakarta. 

 

Jurnal: 

Launa Qisti, 2015, “Harmonisasi Hukum SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 

Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan 

Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero Tbk)”, 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 

Ripani Kamasan, 2014, “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan 

Lingkungan Hidup”, Lex Administratum, Vol. II/No.3/Jul-Okt/2014, 

Portal Garuda. 

Olivianty Rellua, 2013, “Proses Perizinan dan Dampak lingkungan Terhadap 

Kegiatan Reklamsi Pantai”, Lex Administratum, Vol.I/No.2/Apr-

Jun/2013, Portal Garuda. 

Fachreza Akbar Hidayat, Ahmad Basuki, 2014, PERIZINAN LINGKUNGAN 

HIDUP DAN SANKSI PIDANA BAGI PEJABAT PEMBERI IZIN, 



 

 

65 
 

 
 

PERSPEKTIF Volume XIX No. 2 Tahun 2014 Edisi Mei, Fakultas 

Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 

Fitria, 2014, Sanksi Administrasi Terhadap Analisis Dampak Lingkungan 

(AMDAL) Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan, Volume 25 

Nomor 1 Maret 2014, Majalah Hukum Forum Akademika. 

 

 

Media Massa dan Internet: 

Tommy Apriando, FOKUS LIPUTAN : Risiko Bencana PT Semen Indonesia 

Mengancam Warga dan Alam di Rembang (Bagian 2 Dari 2 Tulisan), 

http://www.mongabay.co.id/2014/08/26/fokus-liputan-risiko-bencana-pt-semen-

indonesia-mengancam-warga-dan-alam-di-rembang-bagian-2-dari-2-tulisan/ 

 

Nadia Nathania Prilia, Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan 

Kendeng,https://www.kompasiana.com/nadiaprilia14/konflik pembangunan-

pabrik-semen-di-pegunungan-kendeng_58e5b257c223bddd33c941fb 

 

Nazar Nurdin, Izin Tambang PT Semen Indonesia di Rembang Kembali Digugat, 

http://regional.kompas.com/read/2017/08/07/15135971/izin-tambang-pt-semen-

indonesia-di-rembang-kembali-digugat diakses 13 Nopember 2017. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 




